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a. bahwa bahwa unruk melaksanakan ketentuan PasaJ 20 

ayat 3 Peraruran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pcmbentu.kan dan 

ldasifikasi caoang Oinas dan Unit Pelak.sana Teknis 

Oaerah, perlu menetapkan Peraruran Bupati Sarolangun 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S- 

061/ 107 /SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 
2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana 

teknis Dacrah Pada Kabupaten Sarolangun tahun 2018, 

sebagaimana tercantum deism lampiran rekomendasi 
nomor urut Ill angka 3 (tiga) pads kolom 3 (tiga) dapat 
disetujui pembentukan UPTD dengan Tlpclogi A; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraruran 

Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pads 

Dines Petcmakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun; 

BUPATI SAROLANGUN, 

DENGAN RAFIMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNlT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH 

POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN 

PERIKANAN KABUPATEN SAROl.'\NGUN 

TENTANG 

PERATURAN BUPA11 SAROLANGUN 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

BUPATI SAROLANGUN 

PROVINS! JAMBI 

fr··r..111 PEJlJJUIAN IIUP~TI) 
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1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupatcn Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atss Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentsng Pembentukan Kabupatcn Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatsn Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
tclah beberapa kali diubah terakhir deogan Undang· 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atss Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5887); 

I iV;,lii.,1 p!JltJll!lA.li llUPAll 

Mengingat 



3 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Oalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
J. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 

2. Pemerintahan Daerah adalab pcoyclcnggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan rugas pembantuan dcngan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Uodang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tabun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalab kcpala dacrah sebagai unsur penyelcnggara 
Pemerintahan Daerah yang mernimpin pclaksanaan urusan pemerintahan 
yang meojadi kewenangan daerah otonom. 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSJ 
SERTA TATA KER.JA UNIT PELAKSANA TEKNIS OAERAH 
RUMAH POTONO HEWAN PAOA DINA$ PETERNAKAN DAN 
PERIKANAN KABUPATEN SAROLANOUN. 

PEMBENTUKAN, TENTANO BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Hewan; 

6. Pcraruran Oaerah Kabupatcn Sarolangun Nomor 5 Tahuo 

2016 tcntang Perobenrukan dan Susunan Perangkat 
Oaerah (Lcmbaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oacrah Kabupateo Sarolaogun Nomor 10 tahun 
2017 ten tang Pcrubahan Atas Peraruran Oaerah 

Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentaog 
Pcmbentukan dan susunan Perangkat Oaerah (Lcmbaran 
Oacrah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor l 0); 

7. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tabun 2017 
teotang pcdoman pembentukan dan kalsifikasi Cabang 
dinas dan unit pelaksana teknis daerah; 

8. Peraruran Menteri Pertanian Nomor : 64/Pcrmentan/OT. 
240/9/2007 teotang Pcdoman Pclayanan Rwnah Potong 

(tf.hiUl i>EllAlURAM our,,n) 
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{ 1) Unil Pelaksana Teknis Daerah Rurnah Potong Hewan mernpakan unsur 
pelaksana tugas operasional/penw,jang Dinas Pctcmakan dan Perikanan 
Kabupaten Sarolangun. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah dan bertangung jawab 
kcpada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. 

BAB JV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

[I] Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumab Potong Hewan Hewan memiliki 
tipelogi A. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN 
Pasal 3 

Deogan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong 
Hewan pada Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dising)cat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabuparen Saro Ian gun. 

8. Dinas adalah Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun. 

9. Unit Pelak:sana Teknis Daerah yang sclanjutnya dising)cat UPTD adalah Unit 

Pclaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan 
Perikanan Kabupaten Sarolangun. 

10. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dising)cat RPH adalah suatu 
bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang 
digunakan sebagai pusat tempat pemotongan hewan bagi konsumsi 
masyarakat umUIIL 

J L Kepala UPTD adalah Kepala Unil Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 

Petemakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
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BABV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 

(I) UPTD RPH mempuoyai rugas pokok sebagai berikut 
a. melaksanakan peogelolaao dao pengawasan pemotongan temak; 
b. melaksanakao pengawasao dan pemeriksaan temak sebelum (ante 

mortem) dan sesudah dipotong (post mortem); 
c. melaksanakao pemungutan retribusi pemakaiao rumah potong hewan; 

d. Memberikan surat keterangan kondisi hewan sebelum, dao sesudab 
di po tong; 

e. Memberikan keterangan kondisi daging serelah dipotong dao dicatat 

sebagai dokumen rumah potoog hewan; 
f. Meoyediakan tempat penyimpanan sementara, dan penyediaan 

peoyimpanan daging yang bertahan lama; 
g. Menyediakan, mengelola tempat pcmbuangan limbah RPH; 
h. Mengolah limbah RPH mcnjadi limbah yang bermaofaat bagi masyarakat; 
i. Membuat laporao dao penyediaan data pelayanan; 
j. Menyediakan, merawat dan menyimpan seluruh peralatan, perlengkapan 

dan segala sesuatu yang dimiliki oleb RPH; 

(2) Tipelogi A pada UPTD Rumah Potong Hcwan memiliki struktur sebagai 

berikut: 
a. Kepala UPTD dengan cscloo !Va/Peogawas; 
b. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon !Vb/Pengawas; 

c. Jabatan Fungsional; 

d. Satuan Kerja Wilayah (satkerwil). 

(3) UPTO RPH dipimpin oleb seorang Kcpala UPTO yang bertanggungjawab 
langsung kepada Kcpala Oioas Petemakan dan Perikanan Kabupateo 

Sarolangun. 
{4) Pendidikan minimal kepala UPTD adalah Strata satu (Sl) Dokter 

Hcwan/Oiploma IV Kesehatan Hewan/Sarjana Petemakan. 
(5) Sub Bagian dipimpin oleb seorang Kepa!a Sub Bagiao yang berada di 

bawah dan benanggungjawab Kepada UP'l'D. 
(6) Susuoan Organisasi UPTD sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) 

tercanrum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkao dari Peraturao Bupati ini. 
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Bagiao Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 
(l) Subbagian Tata Usaha mempunyai rugas dalam memimpin, 

mengkoordinasikan, membina dao mengcndalikan tugas-tugas pelayanan 
kesekretariatan yang meliputi pembinaao dan pcngawasan, peyelengggaraan 
urusan keuangan, kepegawaian, kebumasan, hukum, surat-menyurat, 
kearsipan, ekspedisi, pengadaan, adminiscrasi, organisasi dao tata laksana 
rumab tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan, 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
bagian Tata Usaba mempuoyai fungsi: 
a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan/analisa bahan-bahan 

penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan 
urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surar-menyurat, 
kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, 
penyusunan program dan pclaporan; 

b. mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan 
dan pendistribusian; 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerab RPH mempuoyai rugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraruran Bupati ini. 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal 6 

k. Melaksanakan rugas lain yang diberikan atasan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 

RPH mempunyai fungsi: 
a pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap temak yang akan dipotong 

(ante mortem); 
b. pelaksaoaao pengawasan penyembelihan; 
c. pelaksanaan pemeriksaan kescbatan daging dan hasil ikutannya (post 

mortem); 
d. pelaksanaan pengawasan higienis dan sanitasi pengangkutan karkas; 
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi pemotongao hewan; 
f. pelaksanaan pengelolaan retribusi pcmotoogan hewan; 
g. pelaksanaan cvaluasi dao pelaporan basil kegiatan. 

i~~Ul l>ffiATURIJf 8Ul'IJI} . 
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BAB VI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 10 

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan 

diberhentikan Oleh Bupati. 
(2) Pengangkatan dao Pemberhcntian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

atas dapat dilakukan olch Bupati alas Usul Kepala Dinas Melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
bcrlaku. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tcnaga fungsional yang 
terbagi dalarn berbagai kelompok scsuai dcngan bidang keahliannya. 

(2) seuap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. 
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan da.n beban kerja 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 

Bagian Keuga 

Kelompok Jabatan Fungsiooal 

Pasal 8 
Dilingkungan UPTD Rumah Potong Hewan Pada Petemakan dan Perik:anan 

dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang 

undangan yang berlaku. 

c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan; 
d. melaksanakan urusan rumah tangga dan kebumasan; 
c. melaksan.akan administrasi staf, masyarakat dan dunia industri; 
f. mengelola urusan admmistrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan 

barang/ alat inventaris; 
g. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen 

yang terkait dengan UPrD; 
h. memberikan in!ormasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya; 
,. mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengao 

kewenangannya. 

!"t•·n PERATllR/.N RIJllbTI) 
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BER!TA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Sarolangun 

pada tanggal lb :l,41.Jtl~~ 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

THABR~ 

CEKENDRA - 

Oiterapkan di Sarolangun 
Pada tanggal IE> J"llU.\'itJ 201s 

~ SAROLANOUN, TfLAO DlTELITI KEBENARANl'YA 
U.lll\c.i1.tlu.•~· ~ ""~ !-lba.!MQJ.HJ,fJJJ Ia ___ _j - 4 

~-P-L·-- .!M•J~O '1,U!J:11 SH i 
HIPl "· .. " ~ ·;;··:!-.:,,,,,,':!,a: 1 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinrabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penemparannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. 

BABVIll 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

BAB VIT 

TATA KERJA 

Pasal I I 

(I) Dalam melaksanakan tugasoya Kepala UPl'D, Kepala Sub Bagian, Kelompok 
Jabatao Fungsional, harus meoerapkan prinsip koordioasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Orgaoisasi maupun 

dengan Saruan Kerja Perangkat Daerah lainnya. 
(2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan 

yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah 
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berla.lru. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya satuan orgaoisasi menerapkan petunjuk dan 
menyampaikan laporan kepada pimpinan masiog-masing dengan 
memperhatikan perunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. 

t.'.lliUI PElltJ\lRA~ BU~.t>ll 
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CEK ENDRA 
- 

BUPATI SAROLANGUN, 

A 
TlLA8 OiTfLITI l,.tBENARA!!l'NYA 

Garis Komando 

- - - - - - - - - - -> Garis Koordinasi 

KEPALA 
j 
L -- 1 I 
I I 
I 
I 
I SUB BAGIAN I 
I TATA USAHA I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

TIPELOOI A 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASJ UPTD 
RUMAH POTONO HEWAN 

LAMPIRAN PERATURAN BUPA11 SARO!ANGUN 

NOMOR TAHUN 2018 

TANGGAL 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKN!S 
DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN 

DAN PERll<ANAN KABUPATEN SAROLANOUN 


